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    Prinsip insignifikansi (insignificance principle)/asas sifat melawan hukum yang materiil/negatif/asas “tiada delik tanpa sifat melawan hukum (secara materiil)”/tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum/no punishment/liability without unlawfullness (AVAW/Afwezigheids Van Alle (materiele) Wederrchtelijkheid), memang tidak dikenal sebagai asas dalam Buku I K.U.H.P. (tentang Ketentuan Umum), oleh karena tidak dicantumkan sebagai asas dalam Buku I K.U.H.P., maka dalam prakteknya asas ini sering dilupakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
    Permasalahan tesis ini adalah Bagaimana prinsip insignifikansi (insignificance principle) dalam perundang-undangan pidana yang berlaku saat ini? Bagaimana penerapan prinsip insignifikansi (insignificance principle) dalam praktek penegakan hukum pidana? Bagaimana prinsip insignifikansi (insignificance principle) dalam perundang-undangan pidana yang akan datang? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan formulasi asas sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana positif saat ini, untuk mengetahui penerapan asas sifat melawan hukum materiel dalam praktik hukum pidana Indonesia, dan untuk mengetahui kebijakan formulasi asas sifat  melawan  hukum  materiel  dalam  hukum  pidana  di  masa  yang  akan datang.
    Metode  penelitian  yang  digunanakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  dengan   pendekatan   yuridis   normatif   yang   bertumpu   pada sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  dengan  metode  pengumpulan  data melalui studi kepustakaan	dan	dokumen. Kemudian data tersebut dianalisis secara normatif kualitatif dengan sifat deskriptif analistis.
    Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penegakan hukum  di  Indonesia hanya menganut asas melawan hukum yang formal/positif, seharusnya bukan hanya juga asas asas melawan hukum yang formal/positif saja yang ditegakkan akan tetapi juga asas melawan hukum secara materiel (asas melawan hukum yang negatif), artinya hukum yang hidup/hukum tidak tertulis dalam masyarakat juga harus diperhatikan sebagai sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan atau dengan kata lain sebagai alasan yang dapat menegatifkan/menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana.  Untuk di masa yang akan datang, asas sifat melawan hukum materiel harus dirumuskan secara eksplisit dalam aturan umum  agar  sesuai  dengan  ide  dasar  penyusunan  KUHP  Nasional  dan sesuai dengan Sistem Hukum Nasional. Saran yang diajukan adalah bagi para  penegak  hukum  untuk  meningkatkan  kualitas  kinerjanya serta mengedepankan hati nurani ,  dan  bagi legislator  diharapkan  merumuskan  peraturan  perundang-undangan  yang bersifat fleksibel dan segera membahas dan mengesahkan Konsep KUHP sebagai  KUHP  Nasional  dikarenakan KUHP yang saat  ini  berlaku dinilai sudah  tidak  sesuai/  relevan  lagi  dengan  perkembangan  dan  dinamika masyarakat.

Kata kunci : Prinsip Insignifikasi, kebijakan penegakan hukum pidana











The Principle of insignificance/no liability without unlawfullness (AVAW / Afwezigheids Van Alle (materiele) Wederrchtelijkheid), is not known as a principle in Book I of the Criminal Code (General Provisions), so in practice this principle is often overlooked by law enforcement officers in this police, prosecutors and courts.
    The problem of this thesis is about how is the policy of insignificance principle in the criminal legislation in force at the moment? How the application of the insignificance principle in the practice of criminal law enforcement? How insignificance principle in criminal legislation that is coming? The purpose of this study to determine the nature of policy formulation unlawful material principle in criminal law is now positive, to determine the application of the principle of material nature against the law in the Indonesian criminal law practice, and to know the nature of policy formulation unlawful material principle in criminal law in the foreseeable come.
    The research method that is used in this research is the normative juridical approach that relies on secondary data sources in the form of primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials, the method of data collection through the study of literature and documents. Then the data was analyzed qualitatively normative analytical descriptive nature.
    The results showed that the practice of law enforcement in Indonesia is only against the law holds the principle of formal/positive, should not it just as well against the fundamental principles of formal law / positive are enforced but also against the law in the material principle (principle of the law against the negative), legal meaning of life / unwritten laws of society should also be considered as a basic source of law or in other words as an excuse to negate / eliminate the unlawful nature of a criminal act. For in the days to come, the principle of the nature of the material unlawfulness must be formulated explicitly in the common rules to conform to the basic idea of ​​the preparation of the National Penal Code and in accordance with the National Legal System. Suggestions put forward is for law enforcement to improve performance and promote conscience, and the legislators are expected to formulate legislation that is flexible and quickly discuss and ratify the concept of the Penal Code as the National Criminal Code because the Criminal Code currently in force is considered to be not appropriate / longer relevant to the development and dynamics of the community.
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